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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam 

daerah yang dimana dari setiap daerah tersebut memiliki penduduknya masing-

masing. Berdasarkan Wikipedia, Indonesia sendiri menempati posisi keempat 

jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tidak heran bahwa setiap masyarakat di 

Indonesia membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

Alinea keempat tercantum bahwa: 

“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum”.1  

Salah satu fungsi dari kelangsungan hidup negara adalah bertujuan untuk 

menjamin kesejahteraan para masyarakatnya. Negara sendiri memiliki kewajiban 

untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil dan merata. Dari hasil 

pekerjaan yang mereka lakukanlah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-

hari. Akan tetapi, akhir-akhir ini seringnya muncul suatu istilah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan tidak adanya kesesuaian dengan peraturan 

yang berlaku dan dilakukan oleh perusahaan dengan cara sepihak.  

Pada umumnya dalam hubungan hukum mempunyai suatu perjanjian dalam 

kerja antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh apabila ditinjau dari 

 
1 Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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segi hukum privat yakni dengan adanya perjanjian antara pemberi kerja atau 

pengusaha dengan pekerja. Secara yuridis perjanjian kerja sendiri diatur dalam 

Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

bahwa: 

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak.” 2 

Perjanjian kerja terdiri dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) diartikan sebagai suatu perjanjian kerja yang tidak tetap. Dalam perjanjian 

ini harus dibuat dengan menggunakan cara tertulis agar tidak merugikan para 

pekerja, karena ditakutkan akan timbul suatu hal yang akan merugikan pihak 

pekerja yang salah satunya menerpakan masa percobaan jangka waktu kerja yang 

singkat dan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah dibuat sebelumnya.3 

Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) diartikan sebagai 

suatu perjanjian kerja dengan tujuan agar dapat melaksanakan hubungan kerja 

antara pihak pengusaha dan pihak pekerja dengan mempunyai sifatnya tetap. Pada 

saat membuat suatu perjanjian kerja ini dapat menggunakan dengan cara lisan dan 

tertulis, dan tidak diharuskannya mendapatkan pengesahan dari instansi 

ketenagakerjaan terkait. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dapat memberikan persyaratan 

 
2 Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
3 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), 

hlm. 66 
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mengenai masa percobaan kerja sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh tempat 

kerja milik pengusaha tersebut. 

Pada setiap hubungan kerja terdapat suatu hubungan antara pekerja dengan 

perusahaan industri atau dapat disebut sebagai hubungan industrial. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak bahwa hubungan industrial 

diartikan sebagai pola dalam suatu hubungan antara pihak pengusaha dan pihak 

pekerja, pemerintah, dan suatu unsur yang terkandung di suatu organisasi dalam 

sebuah perusahaan (hubungan antara pihak manajemen dan pihak pekerja).4 Setiap 

hubungan indusrial menciptakan peraturan dan aturan yang kompleks untuk 

mengatur para tenaga kerja dengan tujuan untuk menjaga hubungan antara 

manajemen perusahaan dengan para tenaga kerja tetap harmonis saat 

menyelesaikan masalah mereka dengan melalui proses perundingan bersama. 

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa:  

“Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari 

unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai 

nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.”5  

Dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial tentunya melibatkan pihak 

pengusaha, pihak pekerja, pemerintah dan masyarakat terhadap suatu proses dalam 

 
4 Haiyani Rumondang, Hubungan Industrial, Pendekatan Komprehensif – Inter Disiplin, 

Teori-Kebijakan-Praktik, (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 9 
5 Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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melaksanakan hubungan tersebut. Dalam pelaksanaanya hubungan industrial tidak 

dapat dipisahkan hubungan kerja antara pengusaha ataupun pembeli kerja, hal ini 

dikarenakan dapat menyebabkan suatu perjanjian kerja dalam waktu tertentu.6 

Pihak pengusaha dan pihak pekerja melaksanakan terhadap isu-isu 

hubungan industrial yang memiliki suatu aturan-aturan kepada suatu hak dan 

kewajiban. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

merupakan yang termasuk dalam melakukan hubungan tersebut. Dalam pembuatan 

Peraturan Perusahaan (PP) pengusaha akan meminta masukan atau saran dari 

pekerja/buruh dalam pembuatan peraturan tersebut. Sedangkan pihak pengusaha 

dan pihak pekerja memiliki suatu keterlibatan dalam memuat isi dari Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan. Sehingga tidal adanya suatu alas an yang 

dimiliki oleh pekerja agar tidak melakukan pelaksanaan suatu peraturan tersebut. 

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Perjanjian Kerja tersebut memiliki kekuatan 

hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Sehingga dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) diperlukan komunikasi yang baik serta keterbukaan antara 

perusahaan dengan para pekerja/buruh tentang kondisi dari perusahaan tersebut.7  

Walaupun perusahaanatau pengusaha telah mempunyai suatu Peraturan 

Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun dalam hubungan 

industrial sering kali terjadi suatu permasalan antara pengusaha dengan pekerjanya. 

 
6 Jaminuddin Marbun, “Peranan Hubungan Industrial”, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu 

Sosial No. 12 Vol. 1, 2020, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung), hlm. 256 
7 Ibid., hlm. 257 
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Hal ini dikarenakan terdapatnya suatu selisih yang ada antara pihak pengusaha dan 

pihak pekerja, perselisihan ini terkadang terjadi karena adanya perbedaan pendapat 

dari kedua pihak tersebut. Ada beberapa jenis dari perselisihan hubungan industrial 

yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diantaranya adalah “Perselisihan 

Kepentingan, Perselisihan Antar Serikat Pekerja, Perselisihan Hak, dan 

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja”. Salah satu perselisihan yang kerap kali 

terjadi belakangan ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak (PHK). 

Dalam waktu belakangan permasalahan ini sering kali terjadi dikarenakan sempat 

terjadi pandemi COVID-19, sehingga banyak perusahaan yang melakukan 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap tenaga kerjanya.  

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa: 

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dan pengusaha”. 8 

Persoalan dalam pemutusan hubungan kerja sendiri diatur dalam BAB XII 

dari Pasal 150 sampai dengan Pasal 172. Pengusaha tidak diperbolehkan untuk 

melaksanakan memutuskan suatu hubungan kerja sebagaimana yang termaktub 

dalam Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dengan alasan: 

 
8 Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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a. “pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut 

keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan 

secara terus-menerus 

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya 

d. pekerja/buruh menikah 

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya 

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah 

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja 

bersama 

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 

pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 

pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 

kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib 

mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan 

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 

golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan 

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 

atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 

yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan”.9 

 

Dalam pemutusan suatu hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha 

dengan melaksanakannya menggunakan alasan-alasan yang sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, maka dapat batal demi hukum dan pengusahan sendiri 

wajib untuk mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang telah di PHK tersebut 

berdasarkan penjelasaan dari Pasal 153 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan.  

 
9 Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 4  Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(UUPHI) bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yakni: 

“Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul 

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan 

kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak” 10 

Munculnya perselisihan ini timbul karena adanya salah satu pihak yang 

merasa keberatan dengan terdapatnya suatu PHK. Terkait sahnya alasan yang 

diperbuat oleh PHK dan kompensasi besaran akibat yang timbul dari PHK biasanya 

yang terjadi dalam perselisihan PHK. Yang termasuk kedalam PHK tersebut kerap 

kali terjadi dalam praktik ketenagakerjaan dan menimbulkan masalah.11 Pengusaha 

sendiri dalam melakuakan PHK terhadap pekerja diharuskan mempunyai suatu 

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa: 

(1) “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai 

berikut :   
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau 

uang milik perusahaan 
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan perusahaan 
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai 

dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 

di lingkungan kerja 
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja  

 
10 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial (UUPHI)  
11 Ugo dan Pujiyo, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Jakarta; 

Sinar Grafika (2012), hlm. 39 
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e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman 

sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja 
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam 

keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan 
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau 

pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja 
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau  
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”12 

Tujuan PHK yang diberikan kepada pekerja yang membuat kesalahan yang 

terbilang besar ialah agar dapat menunggu terlebih dahulu setelah adanya putusan 

hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam putusan tersebut 

telah terbukti bahwa pekerja tersebut melakukan kesalahan berat selama masa 

kerjanya.13 Pihak pekerja dalam melaksanakan kesalahan yang berat telah terbukti 

adanya, maka pengusaha diperbolehkan untuk tidak memberikan uang pesangon 

kepada pihak pekerja, dan pihak pekerja mempunyai suatu hak agar memperoleh 

uang anti kerugian dan penghargaan masa kerja.14 

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial merupakan termasuk kedalam dasar hukum dalam hubungan 

industrial dengan tujuan agar dapat terselesaikannya selisih yang terjadi antara 

pengusaha dengan pekerja. Dengan menggunakan cara yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang berselisih secara baik-baik melalui suatu penyelesaian perselisihan, oleh 

karenanya dari hasil yang didapatkan diharuskan para pihak mendapatkan 

 
12 Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
13 Ugo dan Pujiyo, Op. Cit., hlm. 40 
14 Ibid., hlm. 41 
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keuntungan masing-masing. Tahap pertama yang dapat dilakukan pertama kali 

adalah Perundingan Bipartit.15 Perundingan bipartite merupakan tahap awal dalam 

menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dengan 

cara musyawarah mufakat untuk mencapai suatu kesepakatan kedua belah pihak. 

Apabila perundingan tersebut telah tercapai kesepakatan, sehingga terdapatnya 

suatu perjanjian bersama yang selanjutnya perjanjian tersebut dapat mendaftar ke 

Pengadilan Hubungan Industrial agar memperoleh sebuah Akta Bukti Pendaftaran. 

Tetapi ketika perundingan tersebut gagal, maka para pihak harus menempuh ke 

tahap berikutnya.16  

 Selanjutnya apabila dalam tahap pertama dalam tata cara dan proses 

penyelesaian penyelesaian perselisihan PHK gagal, maka akan ditempuh tahap 

kedua yaitu Mediasi atau Konsiliasi. Pada tahapan ini apabila mediasi atau telah 

sepakat membuat perjanjian didalamnya, maka dapat dibuat perjanjian bersama lalu 

perjanjian tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk 

mendapatkan Akta Bukti Pendaftaran. Dalam anjuran tertulis tersebut masing-

masing pihak dapat menerima ataupun menolak, apabila menerima anjuran tersebut 

para pihak dapat mendaftarkan perjanjian tersebut, lalu jika pihak tersebut menolak, 

mengakibatkan pihak lainnya ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk 

mengajukan gugatan.17 Tahap berikutnya adalah mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Hubungan Industrial. Ketika dalam proses mediasi atau konsiliasi 

 
15 Yuniarti Tri Suwadi, “Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Melalui 

Perundingan Bipartit”, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol. 14 No. 2, 2019, (Jakarta: Journals 

Kemnaker),  hlm. 84  
16 Ugo dan Pujiyo, Op. Cit., hlm. 45 
17 Ibid. 
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mengalami kegagalan, dengan menggunakan cara adanya risalah penyelesaian 

melalui mediasi atau konsiliasi yang terlampir. Mengenai prosedurnya sendiri 

hampir sama dengan penyelesaian perselisihan kepentingan, yang berbeda adlah 

lembaga arbitrase tidak berwenang dalam menangani masalah perselisihan PHK.18 

Permasalahan hubungan industrial yang melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) secara sepihak sering kali terjadi di Indonesia karena pemberian 

upah/pesangon tidak sesuai dengan apa yang didapatkan pihak pekerja. Mengenai 

upah kerja sendiri sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003, namun banyak pengusaha yang PHK terhadap tenaga kerjanya tidak 

memberikan upah/pesangon yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Sehingga para pekerjapun merasa dirugikan oleh pengusaha di tempat kerjanya 

tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada permasalahan hubungan 

industrial di atas, penulis ingin melakukan penelitian pada: Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Nomor 507 K/Pdt.Sus-

PHI/2022.  

Kedua Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah terjadi perselisihan 

hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja karena Pemberhentian 

Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pada 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Termohon 

kasasi dahulu sebagai penggugat yang bernama Junaidi telah menggugat PT. 

BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA yang bergerak dalam bidang pembuatan 

 
18 Ibid., hlm. 46 
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furniture selanjutnya disebut sebagai Pemohon kasasi dahulu sebagai tergugat. 

Penggugat menggugat tergugat karena tergugat telah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang bertolak belakang dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada kasus ini pihak 

Tergugat berjanji kepada para pekerjanya yang terkena PHK oleh PT. BINTANG 

PRIMA LESTARI UTAMA bahwa akan memberikan uang penghargaan masa 

kerja, uang pesangon, dan uang pengganti atas suatu hak sesuai dengan yang 

diperjanjikan, namun tergugat baru membayar sebesar 15% dari yang diperjanjikan. 

Sehingga penggugat akhirnya menempuh mediasi secara bipartite akan tetapi 

tergugat menggunakan tipu muslihat agar penggugat menerima 15% tersebut. 

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini, penggugat dapat menggunakan 

cara dengan Tripartit antara penggugat dan tergugat. 

Sedangkan sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022, Penggugat yang bernama Wawan 

Setiawan telah menggugat PT ADIGUNA REKSASEGARA yang bergerak dalam 

bidang Chemical Trading yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pada putusan 

ini penggugat menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara 

penggugat dan tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan/atau batal demi 

hukum, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  Sehingga tergugat meminta 

kepada tergugat untuk membayarkan hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan 

kerja yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan yang termaktub alam Pasal 164 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas secara ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja Secara Sepihak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor  822 

K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Nomor 502 K/Pdt.Sus-PHI/2022. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai PHK 

secara Sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dan Nomor 507 

K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai PHK secara sepihak yang dilakukan 

oleh pihak pekerja? 

2. Mengapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-

PHI/2022 menyatakan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh 

perusahaan sah dan menghukum perusahaan untuk membayar 

kompensasi kepada pekerja, sedangkan dengan Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 menyatakan PHK 

secara sepihak oleh pekerja adalah sah dan perusahaan tidak dihukum 

untuk membayarkan kompensasi kepada pekerja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian ini bertujuan: 
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1. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 

mengenai PHK secara Sepihak yang dilakukan oleh perusahaan dan 

Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai PHK secara sepihak yang 

dilakukan oleh pihak pekerja telah sesuai atau belum dengan peraturan 

yang berlaku, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Untuk memahami dan menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang menerima gugatan perselisihan 

PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahan dianggap sah dan 

menghukum perusahaan tersebut untuk membayar kompensasi kepada 

pekerja. Sedangkan Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 menolak gugatan 

perselisihan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh pekerja tersebut 

karena dianggap sah dan perusahaan tidak dihukum untuk membayarkan 

kompensasi kepada pekerja.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini berdasarkan dari 

tujuan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini membahas mengenai pemutusan 

hubungan kerja secara sepihak yang diharapkan dapat dijadikan bahan 

literatur untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai 
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ketenagakerjaan bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam 

topik serupa dikemudian hari, khususnya dalam bidang penyelesaian 

perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaatnya yaitu agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak, seperti: 

a. Perusahaan 

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai masukan 

atau saran terhadap perusahaan dalam melakukan PHK secara 

sepihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Pekerja 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber ilmu 

pengetahuan terhadap para pekerja yang terkena PHK secara 

sepihak,  

c. Masyarakat 

Dapat memberikan sebuah sumber pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai isu-isu hukum yang terjadi dalam suatu permasalahan 

hubungan industrial. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai Dalam ruang 

lingkup penulisan skripsi ini: 1. pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai PHK secara Sepihak 

yang dilakukan oleh perusahaan dan Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 mengenai 
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PHK secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pekerja; 2. Alasan dari Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dalam menyatakan 

PHK secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan sah dan menghukum 

perusahaan untuk membayar kompensasi kepada pekerja, sedangkan dengan 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022 menyatakan 

PHK secara sepihak oleh pekerja adalah sah dan perusahaan tidak dihukum untuk 

membayarkan kompensasi kepada pekerja. 

F. Kerangka Teori 

Penulisan skripsi ini diperlukan kerangka teori karena merupakan sebuah 

landasan dari teori-teori dalam membangun atau memperkuat suatu kebenaran dari 

permasalahan yang akan dianalisis nanti. Berikut adalah kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian merupakan sebuah kondisi, ketentuan atau ketepatan yang terjadi 

pada suatu masalah. Secara hukum, kepastian sendiri harus adil dan dilakukan 

dengan suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum ini juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang dapat dijawab bukan dengan cara sosiologis, melainkan 

secara normatif.19 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen, bahwa “Hukum merupakan 

sebuah sistem norma atau diartikan sebagai sebuah pernyataan yang seharusnya 

 
19Dominkus Rato, Filsafat Hukum Mancari: Memahami dan Memberikan Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59. 
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atau das sollen, dan ditambahkannya ataran-aturan yang berlaku terkait apa yang 

harus diperbuat”. Aturan tersebut menjadi sebuah patokan dalam masyarakat dalam 

bertingkah laku. Dari adanya pelaksanaan aturan tersebut dapat memberikan sebuah 

kepastian hukum.20 

Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai sebuah peraturan 

perundang-undangan yang dibuat secara pasti. Dikarenakan pada hal ini kepasttian 

hukum mengatur dengan jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan suatu 

keraguan apabila terjadinya multitafsir. Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran 

Yuridis-Dogmatik yang berdasar pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum, 

ajaran ini cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom yang mandiri, karena 

bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain dari sekedar aturan. Oleh karenanya 

suatu kepastian hukum yang telah terwujud tersebut memiliki sifat umum.21 

Berdasarkan uraian di atas penulis menggunakan teori ini sebagai alat atau 

sarana untuk membahas dan menganalisis hasil Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Nomor 507 K/Pdt.-Sus/PHI/2022, agar para 

perkerja tersebut bisa mendapatkan keadilan dalam mencapai hak-hak milik mereka 

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang keternagakerjaan 

yang berlaku.  

 

 

 
20Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.158. 
21 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta; 

Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83 
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2. Teori Perjanjian 

Perjanjian diatur Pasal 1313 KUHPerata, bahwa: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” 

Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa suatu perjanjian timbul karena adanya 

perbuatan yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain. Perjanjian merupakan 

sebuah peristiwa yang hadir karena adanya ketentuan-ketentuan yang didalamnya 

terdapat hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain perjanjian 

tersebut terdapat perikatan.22 

Menurut Subekti, Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dimana 

terdapat dua pihak yang salah satu pihaknya berhak untuk menuntut sesuatu dari 

pihak yang lain sedangkan perjanjian sendiri merupakan suatu peristiwa yang 

terdapat dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.23 

Perikatan dan perjanjian memiliki suatu kaitan yang erat, apabila setiap adanya 

sebuah perjanjian maka akan menimbulkan suatu perikatan bagi para pihak.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa “perjanjian 

diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan yang didalamnya terdapat 

kekuatan hak pada satu pihak dengan tujuan untuk mendapatkan suatu prestasi dan 

sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menjalankan prestasinya yang dilakukan 

 
22 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, (1995), hlm. 5 
23 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-23, (Jakarta: PT. Intermasa, 2010), hlm. 4 
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oleh dua orang atau lebih.”24 Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana 

yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan: 

a. “Adanya kata sepakat yang mengikat dirinya; 

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan; 

c. Ada suatu pokok persoalan tertentu; 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.”25 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai subjektif, apabila syarat tersebut 

dilanggar maka perjanjian itu dapat dibatalkan (voidable), tetapi hanya memberikan 

peluang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan (vernitiegbaar) ke 

pengadilan. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut tersebut diartikan 

sebagai syarat objektif. Ketika terjadi suatu penyimpangan, sehingga perjanjian 

yang ada dinyatakan batal demi hukum (void and ab initio).26 

Sebagaiamana yang telah diuraikan tersebut diatas, sehingga penulis 

menggunakan teori ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis 

mengenai suatu perjanjian antara pengusaha dengan pekerja seperti yang diatur 

dalam Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan.   

 
24 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo (2006), hlm.1 
25 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
26 J. Satrio, Op. Cit,. hlm. 167 
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3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim 

Pertimbangan hukum hakim diartikan sebagai salah satu aspek yang penting 

dinyatakan penting pada saat melaksanakan nilai-nilai yang ada pada suatu putusan 

hakim dan berisikan suatu keadilan hukum dan kepastian hukum, serta memiliki 

manfaat terhadap pihak-pihak. Pertimbangan hukum hakim juga dimaksudkan 

sebagai sebuah tahapan-tahapan yang penting, yang di mana majelis hakim dapat 

melakukan pertimbangan terhadap suatu fakta yang terdapat dalam proses 

persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim juga dijalani dengan baik, teliti, 

dan cermat, jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan diteliti dengan baik 

sehingga suatu putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah 

Agung.27 

Dalam suatu pertimbangan hukum hakim dalam mengambil sebuah keputusan 

termuad dalam hal-hal seperti berikut:  

a. Pokok persoalan serta hal-hal yang diakui tidak disangkal. 

b. Adanya suatu analisis yang dilakukan dengan memakai cara yuridis 

kepada putusan yang berupa berbagai macam sudut pandang dan berkaitan 

dengan fakta-fakta yang telah terbukti dalam suatu persidangan.  

c. Terdapatnya segala sesuatu hal yang ada dalam petitum pihak Penggugat 

yang diharuskannya untuk dipertimbangkan dan diadili dengan memakai 

cara satu satu yang mengakibatkan hakim bisa membuat suatu kesimpulan 

 
27 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140 
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terkait suatu dapat dinyatakannya terbukti dan dikabulkannya tuntutan 

tersebut dalam sebuah amar putusan.28 

Teori pendekatan yang digunakan oleh hakim yang dikemukakan oleh 

Mackenzie dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara 

yaitu sebagai berikut:29  

a. Teori Keseimbangan 

Teori ini berkaitan dengan suatu syarat sebagaimana yang ditentukan oleh 

Undang-Undang serta kepentingan para pihak yang berkaitan dengan 

perkara tersebut.  

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi 

Teori ini menjelaskan bahwa dari adanya penjatuhan putusan yang 

dilakukan oleh hakim merupakan sebuah diskresi atau keweanangan dari 

hakim sendiri. Pendekatan seni dan instuisi digunakan dalam penentuan 

instink daripada pengetahuan dari hakim. Dalam mengambil keputusan 

seorang hakim tentunya akan memperhatikan keadaan (Rifa'i, 2011) dari 

para pihak tersebut yang sedang mencari keadilan.  

c. Teori Pendekatan Ilmuan 

Penjelasan teori ini bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak 

boleh semata-mata  hanya atas dasar instuisi atau instink semata saja, 

namun juga diperlukan suatu ilmu pengetahuan hukum dan wawasan 

 
28 Ibid., hlm. 141 
29 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, 

(Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113. 
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mengenai keilmuan gakim dalam memutus suatu perkara. Penentuan dari 

teori ini bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus dilakukan 

secara sistematik dan penuh kehati-hatian . 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman seorang hakim tentunya sangat penting dalam membantu 

hakim untuk menangani suatu perkara. Pengalaman tersebut merupakan 

hal yang dapat membantu hakim dalam mengetahui pengaruh putusan dari 

putusan yang telah dijatuhkan, baik itu dampak dalam suatu perkara yang 

berkaitan dengan para pihak yang berperkara ataupun masyarakat.  

e. Teori Ratio Decindendi 

Teori ini bertumpu pada landasan filsafat yang dimana 

mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan yang dijadikan 

pokok perkara yang kemudian mencari perundang-undangan memiliki 

keterkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai salah satu 

dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara. 

Tentunya dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada suatu hal 

yang jelsa dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para 

pihak. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menggunakan teori ini sebagai alat atau 

sarana dengan tujuan bisa menjelaskan atas suatu pertimbangan hukum hakim 

dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan 

Nomor 507 K/Pdt.-Sus/PHI/2022 mengenai PHK secara sepihak. Dari 
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pertimbangan hakim tersebut harus dibuat secara teliti, baik, dan cermat sesuai 

dengan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan dengan judul di atas, maka jenis penelitian yang dapat digunakan 

dalam penulisan proposal penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum 

yuridis normatif dengan memakai suatu bahan hukum primer yakni suatu peraturan 

perundang-undangan serta bahan pustaka yang mempunyai kaitan dengan 

perusahaan dan karyawan PHK berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Pendekatan Peraundang-undangan (statue approach)  

Pendekatan Perundang-undangan yang dipakai oleh penulis ialah 

dikarenakan pada penelitian skripsi ini diperlukan untuk mengkaji 

mengenai peraturan perundang-undangan dan hal yang mempunyai kaitan 

terhadap masalah hukum yang ada pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Nomor 507 K/Pdt.-Sus/PHI/2022 

mengenai PHK secara sepihak.30  

 

 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 

2011, hlm.95. 
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b. Pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk meninjau dan menganalisis dari 

permasalahan yang terjadi pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

822 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Nomor 507 K/Pdt.-Sus/PHI/2022 mengenai 

PHK secara sepihak.  

c. Pendekatan konseptual (conseptual approach) 

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan oleh 

penulis untuk memberikan penjelasan mengenai konsep tanggung jawab 

dari perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya. Pendekatan 

konseptual sendiri merupakan suatu metode yang dilakukan untuk 

memunculkan objek-objek dengan berdasar pada kepustakaan atau data 

sekunder.  

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Pengumumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara primer 

merupakan sebuah pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri atas 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau peraturan perundang-

undangan dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Adapan yang termasuk 

bahan hokum primer tersebut ialah sebagai berikut 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
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d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UUPHI); 

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan; 

g. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Selain sejumlah Peraturan Perundang-Undangan di atas, terdapat 2 (dua) 

bahan hukum primer lainnya, yaitu: 

a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2022; 

b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 507 K/Pdt.Sus-PHI/2022. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Teknik pengumpulan data penelitian secara sekunder merupakan 

pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang berisikan suatu hal yang 

menjelaskan apa yang ada dalam bahan hukum primer.31 Yang termasuk 

dalam bahan hukum sekunder adalah seperti buku, jurnal-jurnal hukum, 

 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 13 
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artikel hukum, dan sumber-sumber hukum mengenai penyelesaian 

perselisihan pemutusan hubungan kerja ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Studi kepustakaan merupakan teknik yang digunakan pada penelitian ini, 

yang dimana penulis mengumpulkan dan mempelajari dari bahan hukum 

primer maupun sekunder melalui referensi buku, jurnal, pendapat para ahli, 

dan peraturan yang mempunyai suatu hubungan dengan masalah yang 

diangkat dalam skripsi ini.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode kualitatif. 

Metode ini digunakan untuk mempelajari data yang telah didapat secara 

terperinci dan dari data tersebut dapat dibuktikan dengan cara menganalisis 

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.32 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan pada skripsi ini penulis menggunakan teknik 

deduktif. Teknik ini mengambil kesimpulan berdasarkan fakta umum  yang 

sudah diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan yang 

bersifat khusus.33

 

 
32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, Op Cit, hlm. 13-14 
33 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 
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